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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGALI,

bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program
pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, perlu
menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun
D0 N Z:

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di
Provinsi Sumatera Utara, .

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
rubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

ARAF KOOERDT NA ST tentang Pemerintahan Daerah;
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata :‘Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada

~' Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

19, Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
EXAMINAS% . Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor S Tahun

2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan
KABAG Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang
)

Bedagai;

SEEEN . Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun
- 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

X ASUBBAG Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016;

PER-UU-AN As?f: . Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 21 Tahun 2015

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Mapetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Jalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

I  Kabupaten Serdang Bedagai.

) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

I  mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

0. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

7. Perencanaan pembangunan daerah adalah tindakan masa depan yang tepat,

. melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi,
tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja
Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten

Serdang Bedagai untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun

2005 sampai dengan 2025.

9, Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya
disingkat SKPD Kabupaten Serdang Bedagai, adalah Sekretariat Daerabh,
Sekretariat DPRD, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Lembaga lain.

. Rencana Kegja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu ) tahun.

2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017

——yapgwselanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017

AME DA S fumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu)

—=tahin-yaifiln tahun 2017 dimulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada

tanggal 31|Desember 2017.

% RKPD Kab npaten Serdang Bedagai Tahun 2017 memuat evaluas1 pelaksanaan

Sl dar{ ca n kinerja RKPD Tahun 2016 Kabupaten Serdang Bedagai, rancangan
keran ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan

;B:FE mbangunan daerah serta rencana kerja yang dilaksanakan langsung

v-arlep %re rintah daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

esncana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017,
ing selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan
hunan dgerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
injang Daerah tahun 2005-2025 dan tahun kedua Rancangan Rencana
:mbangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang disusun melalui
‘oses inventarisasi, klasifikasi, sinkronasi dan seleksi usulan program/kegiatan
ingterpadu dalam.musyawarah rencana pembangunan tahun 2017.
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Pasal 3

’M' Tahun 2017 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran,
i joritas dan Plafon Anggaran Sementara dan rancangan Anggaran Pendapatan dan
felanja Daerah Tahun 2017.

; Pasal 4

RPD Tahun 2017 berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program
lgiatan tahunan, yang dibiayai dengan anggaran pemerintah daerah kabupaten,
inggaran pemerintah provinsi, anggaran pemerintah pusat, dana pihak swasta serta
tvadaya masyarakat tahun 2017.

Pasal 5
Program/kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2017
tidak dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017.
Program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak
dapat dibiayai melalui perubahan anggaran berdasarkan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 6

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 disusun sebagai
berikut:
BAB I Pendahuluan

BAB 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja

‘ Penyelenggaraan Pemerintahan
BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan
Daerah
“WBAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
MBAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
WBAB VI Penutup
Pasal 7

'f. Bantuk dam susunan RKPD Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran
‘MPeraturan Bupati ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
<JBupati 1ni.

4 fiix A AL AT %‘E A»Ecl”;al 8

WPeraturan Bupati inj m%ﬂa&:berk&l@-pad&-ianggal didiundangkan. Agar setiap orang
‘Mmengetahuinya, memerintahkan fpengutlangan Peraturan Bupati ini dengan
Menempatannya dalam BEABADaerdh ?}-L paten Serdang Beidagai.
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BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR: e TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI SERDANG BEDAGAI,

a. bahwa RSUD Sultan Sulaiman Umum Daerah Sultan

Sulaiman merupakan lembaga milik Pemerintah
Daerah yang mempunyai tugas sebagai unit
pelayanan kesehatan rujukan tingkat kabupaten
yang menyelenggarakan upaya kesehatan
perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif,
promotif dan preventif;

bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan
meningkatkan kinerja RSUD Sultan Sulaiman Umum
Daerah Sultan Sulaiman memerlukan pengaturan
internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik,
pengelola, staf medis, dan pengelolaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan peraturan Bupati Serdang Bedagai
tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) RSUD
Sultan Sulaiman Umum Daerah Sultan Sulaiman

Kabupaten Serdang Bedagai;
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemeriltah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
RSUD Sultan Sulaiman;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dijubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Badan
telah diubah ‘dengan
74 Tahun 2012

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Pengelolaan

Keuangan Umum

Layanan
sebagaimana Peraturan

Pemerintah  Nomor tentang
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedman Penyusunan dan Penerapan Stardar

Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b Tahun
1988 tentang RSUD Sultan Sulaiman;

Peraturan Menteri

Nomor
228 / MENKES/PER/IV /201 1tentangPenyelenggaraan

Kesehatan



Standar Pelayanan Minimal RSUD Sultan Sulaiman
yang Wajib Dilaksanakan Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:
755/MENKES/PER/IV /2011 tentang
Penyelenggaraan Komite Medik di RSUD Sultan
Sulaiman;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014

tentang Dewan Pengawas RSUD Sultan Sulaiman,;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
772/MENKES/SK/V1/2002 tentang Pedoman
Peraturan Internal RSUD Sultan Sulaiman (Hospital
By Laws);

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1 631 /MENKES/SK/IV/2005  tentang  Peraturan

| Internal Staf Medis;
' PARAF KOORDINAS! A =
# . Keputusan enteri Kesehatan Nomor:
1 A |56 001/MENKES/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008;
% E%‘% 'P\/‘.:&‘Aﬁguﬂg‘.‘/-“ﬂw 0. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
) Picextyt " T 777"l Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi
: ..
j ‘Mféizaa = E RS dan Tata Kerja RSUD Sultan Sulaiman Umum Sultan
N 1 Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
EXA MINAS MEMUTUSKAN:

;
KABAMenetlapkan % PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL
i

| | HUKUM E i (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
[ s } ISULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAL
'{ASUBBAG | . it ”
[P R-UY AN ! A’S .
| R it BAB I
| KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945.




. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.

. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman, yang selanjutnya
disingkat RSUD Sultan Sulaiman, adalah rumah sakit umum
Kabupaten Serdang Bedagai.

. Direktur adalah direktur RSUD Sultan Sulaiman.

. Komite medis adalah sekelompok tenaga medis yang
keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf nﬁedis
fungsional yang kedudukannya Dberada di bawah dan

bETtanggung jawab kepada direktur.

Pe;lzawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non

ﬁegawai Negeri Sipil.

15.@‘\/,{ AUHAY BUBHS medis fungsional adalah kelompok dokter spesialis, dokter

1) MMED
A """""J,i um, ddter gigi dan apotéker yang beks rja di instalasi dalam

100 Htiko-legal adalah cara berfikir yang menganggap pelayanan

----------------

kedokteran dan kesehatan serta hukum adalah suatu

knstahsam dari etika, dimana etika sebagai moralitas
Lherl-ddandha ehmggi
B AB I
, KE DUL UKAN .Vl SI,MIS I, M OTTO, TUJUAN
s RSUD SULTAN SULAIMAN

Q3

Pasal 2

_L)B_ jé::ua}n sakit umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai bernama

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman yang disingkat dengan

RSUD Sultan Sulaiman. '

(2) RSUD Sultan Sulaiman adalah rumah sakit dengan klasifikasi tipe
madya atau kelas C berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor : 001/MENKES/SK/I/2008 tanggal 2
Januari 2008,

(3) RSUD Sultan Sulaiman berkedudukan di Jalan Negara Km. 58
No.315, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagali,
Sumatera Utara.

! (4) Visi RSUD Sultan Sulaiman adalah Rumah Sakit Umum Daerah

® TERBAIK Tahun 2020 di Sumatera Utara.

(5) Misi RSUD Sultan Sulaiman adalah sebagai berikut:

a. pelayanan prima;

b. sumber daya manusia kompeten dan profesional;

c. peralatan sesuai IPTEK kedokteran; dan

i



d. sistem kerja terstandar, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.

(6) Motto RSUD Sultan Sulaiman adalah :

B : Bersih,
E : Efisien,
e PABAF KQORDINASI
T : Tertib, 7N %// Q|5 |6
U : Unggul, 1 K“g‘.‘ﬁ' PRA AUHAN MITU
_ 2 Y vANMED .
, £ 3 B, 3 Diegekor T T
] H : Harmonis. 4 pasEN. T .
| . : 5 . Sekdo ‘
(7) Tyujuan RSUD Sultan Sulaiman: - S

a. Tujuan umum :
i Memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas
dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan

kesejahteraan seluruh pegawai RSUD Sultan Sulaiman.

b. Tujuan khusus :

1. meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar

pelayanan RSUD Sultan Sulaiman;

2. mengembangkan pelayanan RSUD Sultan Sulaiman seiring

;;\, Wil MNA &L | perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

37 menyelenggarakan kegiatan manajemen RSUD  Sultan
KABAG Sulaiman secara profesional, efisien dan efektif; dan

.jterwujudnya kepuasan bekerja sebagai ibadah dan

ASUBBAG e
§i-UU-AN At,
i - BAB III
PEMILIK
i Pasal 3
Pemilik RSUD Sultan Sulaiman adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

~7 (kese jahteraan seluruh pegawai.

Serdang Bedagai.

Pasal 4
Pemerintah Daerah, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya,
bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan
perkembangan RSUD Sultan Sulaiman sesuai yang diharapkan dan
diinginkan masyarakat.

Pasal 5
Pemerintah Daerah berwenang:
£ membuat/menetapkan kebijakan umum RSUD Sultan Sulaiman;
b. mengangkat dan memberhentikan direktur; dan

c. mengawasi dan mengevaluasi kinerja RSUD Sultan Sulaiman.

Lo &




E BAB IV
1 SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
Organisasi RSUD Sultan Sulaiman terdiri dari:
1 a. direktur;
b. kepala bagian tata usaha;
c. kepala bidang;
d. kepala sub bagian dan kepala seksi;
e. fungsional medis;
f. fungsional pelayanan dan keperawatan; dan

staf administrasi umum dan keuangan.

Pasal 7

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati.

(2) Direktur secara teknis medis berkoordinasi dengan kepala Dinas
Kesehatan dan secara teknis operasional bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Persyaratan untuk menjadi direktur adalah tenaga medis yang
mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan,
berpendidikan minimal dokter dan/atau dokter gigi.

(4) Standar kompetensi direktur:

a. Pegawai Negeri Sipil;
b s I menmniliki pangkat minimal Penata Tingkat I (III/d);
“}:Arﬁgrg?ﬁénmkl pengalaman menjabat kepala puskesmas perawatan

3 % mipmal selama 1 (satu) tahun atau kepala bidang pelayanan
HABAG ] .
KUV inimal selama 1 (satu) tahun;

. mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan, rencana strategis

7
YASUBRAG i§n§s, rencana aksi strategis, rencana tahunan, tata kelola rumah
pER-UU- A i - ; :
JPRUL-AN %:, s tardar pehyanan mimiml, sistem akuntabitas, sistem
e remunerasi rumah sakit, dan pengelolaan sumber daya manusia.

| Pasal 8
(1) Kepala bagian tata usaha diangkat dan diberhentikan berdasarkan
keputusan Bupati.
(2) Kepala bagian tata usaha sebagai pembina kepegawaian dan

keuangan RSUD Sultan Sulaiman bertanggung jawab langsung

w» kepada direktur. PARAF KDORDINASI

(3) Standar kompentisi kepala bagian tata usaha:
0| Ry g @5 [e

a. pegawai negeri sipil;

1 IAStE: BINA AU
b. berpendidikan minimal strata 1 (S1); ; rqa(;,b"%y%,\;,gbﬁﬁ LN

--------

c. berpangkat minimal Penata (III/c); Divelctor L

.............




d.

berpengalaman di bidang tata usaha minimal selama 3 (tiga)
tahun;

mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang kepemimpinan dan
kewirausahaan, rencana strategis, rencana implementasi,
dan rencana tahunan, sistem rekrutmen pegawai, sistem

remunerasi, sistem informasi rencana bisnis anggaran.

Pasal 9

(1) Kepala bidang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan

Bupati Serdang Bedagai.

(2) Kepala bidang sebagai pembina di bidang pelayanan, perawatan, dan

penunjang di RSUD Sultan Sulaiman bertanggung jawab kepada

direktur.

(3) Persyaratan untuk menjadi kepala bidang adalal?%aﬁg—yang-@hli_di

bidang pelayanan, perawatan, serta penun janﬁ- WSI
1 Sultan Sulaiman. 1 / Q 516
: (4) Standar kompetensi kepala bidang: J1 KAQE-BINA_ ASVRAN MUTU
g a. Pegawai Negeri Sipil; % :‘;4“‘9’;22%/’2;:;’ r’\-’th--‘-:- i
b. berpendidikan minimal diplema 3 (D3); 4 'ﬂ'lg“ 'OFA‘%E N
wweC. _berpangkat minimal Penata (IlI/c); g ‘ .’l:n- ST ;g
-';ﬂiifi‘@{d%i%émﬂiki pengalaman di bidang pelayanan dan asuhan -
[ keperawatan minimal selama 3 (tiga) tahun;
ﬁi:fl €. mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan,
manajemen, keperawatan, standar pelayanan minimal, rencana
~LSUBRAG stritegis tata kelela rumah sakit, sistem remunerasi, pengelelaan
;R'UU'AN A§DFI keperawatan, dan sistem informasi.
;
; Pasal 10
i (1) Kepala sub bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan
: berdasarkan keputusan Bupati.
: (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan di
bagian dan bidang masing-masing.
(3) Persyaratan untuk menjadi kepala sub bidang adalah orang yang ahli
di bidang pelayanan, perawatan dan penunjang di RSUD Sultan
Sulaiman.
(4) Standar kompetensi kepala sub bagian dan kepala seksi:
» a. Pegawai Negeri Sipil;
b. berpendidikan minimal SLTA Kesehatan;
c. berpangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
{ d. memiliki pengalaman di bidang keperawatan dan pelayanan
minimal selama 3 (tiga) tahun;

aed




- €. mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan,
manajemen keperawatan, standar pelayanan minimal, rencana
strategis tata kelola rumah sakit, sistem remunerasi, pengelolaan

SDM keperawatan, dan sistem informasi.

Pasal 11

(1) Staf administrasl dan keuangan adalah Pegawai Negeri sipil dan non

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di RSUD Sultan Sulaiman yang
bertanggung jawab kepada direktur melalui kepala sub bagiah dan

sub bidang masing-masing.

{2).Persyarata,

untuk staf administrasi dan keuangan adalah mampu

RAF 'SOO%Q_{N.%Skap di bidang masing-masing serta berpendidikan minimal

/ﬂ @L 5 6
i BINA ASURANY MUTY L
.............. KOMITE MEDIS
by T T Pasal 12

-~ S e

.......

. aae e .

- -- (1} -Komite. mé¢dis adalah sekelompok tenaga medis/wadah profesional

medis yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis
fungsional yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung
_Jawab kepada direktur.

AANVENPRe rﬁbpntukan komite medis ditetapkan berdasarkan keputusan

1SUBRAG

R-UU-AN4)

" ; : :
alreit}Jr berdasarkan hasil rapat staf medis secara demokrasi dengan

(kerja selama 3 (tiga) tahun.
kI melaksanakan tugasnya, komite mel's membiat sub komite
eanggotaannya terdiri dari staf medis fungsional.

DA{d am melaksanakan tugasnya masing-masing, sub komite

a.

vl

bertariggung jawab kepada ketua komite medis.

Pasal 13

Komite medis mempunyai fungsi sebagai berikut:

memberikan saran kepada direktur;
mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis;

menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika kedokteran;

d. menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus

dilaksanakan oleh semua kelompok staf medis di RSUD Sultan

Sulaiman.
Pasal 14

1 Komite medis mempunyai tugas sebagai berikut:

membantu direktur dalam menyusun standar pelayanan medis dan

memantau pelaksanaannya;



b. melaksanakan pembinaan etika profesi mutu dan profesi;

c. mengatur kewenangan profesi antarkelompok staf medis;

d. membantu direktur dalam menyusun medical sufif by laws dan
membantu pelaksanaannya;

e. membantu direktur dalam menyusun kebijakan dan prosedur yang
terkait dengan etiko-legal;

f. membantu diretur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait
dengan etiko-legal;

g. melakukan koordinasi dengan direktur dalamm melaksanakan
pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf medis;

h. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta
penelitian dan pengembangan dalam bidang medis;

i. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis antara lain
melalui monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat (drug
usage), farmasi dan terapi, ketepatan, kelengkapan dan keakuratan
rekam medis, tissue review, mortalitas dan morbidilitas, medical care
review/ per review/audit medis melalui pembentukan sub komite — sub
komite;

j- memberikanlaporan kegiatan kepada direktur.

Pasal 15

Komite medis memiliki wewenang sebagai berikut:

L f fBenberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas
KAMIN, 5! i

tenaga medis;

mempMerikan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan
emeliharaan peralatan medis dan penunjang medis serta

nengembangan pelayanan medis;

3 M‘U AN C. nﬁgi ring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan medis

uali yang tercantum di dalam tugas komite medis;

] d. monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat
‘4 kedokteran di RSUD Sultan Sulaiman;

e. melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan

profesi antarkelompok staf medis;
f. membentuk tim klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus
pelayanan medis yang memerlukan koordinasi lintas profiesi;
; g. memberikan rekomendasi tentang kerjasama RSUD Sultan Sulaiman
% dengan’ ¥ ) d% K%Rmﬁ(l kagkteran gigi/ institusi pendidikan

lain. 1 % @[5 ’6

.....

-
-

- -

..........

--------
- n e




Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas, komite medis bertanggung jawab langsung
kepada direktur terkait dengan mutu pelayanan medis, pembinaan etika

kedokteran dan pengembangan profesi medis.

Pasal 17

Komite medis mempunyai kewajiban sebagai berikut:

| a. menyusun peraturan internal staf medis (medical stafjf bylaws);

' b. membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, standar
prosedur operasional di bidang manajerial/ administrasi dan bidang
keilmuan/ profesi, dan standar kompetensi;

c. membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan

pelaporan indikator mutu klinik;

' AR AF W8 Oﬂlﬁ man pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan
. -selpesaqraah pengembangan profesi medis.

1 kY7 ,?3 Q5 |6

(A €. ZEUTAT MUY o

KApip. VANMED ..

fDieektve L. KOMITE KEPERAWATAN

%m&@&/. T e
i _ : : i{.o.;u-té }ng:)!jraLatan adalah sekelompok tenaga perawat dan bidan yang

keanggotaannya dipilih dari dan oleh staf keperawatan fungsional yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dengan

masa lfexja selama 3 (tiga) tahun.

= Pasal 19
.r,; }; AM?N}& g&ftgerawatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

e perperaberikan saran kepada direktur;

KABAG b. dan  mengarahkan  kegiatan  pelayanan
HUKUIM
;==- e~/menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika keperawatan;

?; !_Jgﬁi(,:d. tn n kebijakan pelayanan keperawatan sebagai standar yang
1rus_filaksanakan oleh semua kelompok staf keperawatan di RSUD

Sultan Sulaiman.
| Pasal 20
Komite keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu direktur menyusun standar pelayanan keperawatan dan
®» memantau pelaksanaannya;
b. melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu

profesi;

c. mengatur kewenangan profesi antarkelompok staf keperawatan;



d. membantu direktur menyusun keperawatan safjf by laws dan
membantu pelaksanaannya;

e. membantu direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait
dengan etika keperawatan,;

f. melakukan koordinasi dengan direktur dalam melaksanakan

pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf

keperawatan;

g. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta
penelitian dan pengembangan dalam bidang keperawatan;

h. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan keperawatan;

i. memberikan laporan kegiatan staf keperawatan kepada direktur.

Pasal 21
Komite keperawatan mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. memberikan wusul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas
tenaga keperawatan;

b. monitoring dan evaluasi terhadap mutu pelayanan keperawatan;

c. n:elaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan serta mengatur
kewenangan profesi antarkelompok staf keperawatan;

i d. membentuk tim klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus

pelayanan medis yang memerlukan koordinasi lintas profesi,

e. memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara RSUD Sultan

| Sulaiwman dengan fakultas keperawatan/kebidanan/institusi
mwgpfndidikan lain.
F‘XMHNASK |
Pasal 22
§BAG klom' eperawatan bertanggung jawab langsung kepada direktur terkait

utu pelayanan keperawatan, pembinaan

ﬂgem’éangan profesi keperawatan. l PA%F KOORDINASI ~

| AR

6

]

..............

a. menyusun peraturan internal staf keperawatan 4  Husw) S il

b. membuat standarisasi format untuk standar ple]ey_ap?p_ keperawdtan,

. e mE s e oe

Pasal 23 71 [5G A Aviav WTU

Komite keperawatan memiliki kewajiban sebagai be P iktor T

standar prosedur operasional di bidang mana jerial/ administrasi dan
bidang keilmuan/ profesi, dan standar kompetensi;

c. ¥nembuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan
pelaporan indikator mutu klinik keperawatan;

d. melakukan pemantauan mutu klinik, etika keperawatan, pelaksanaan

pengembangan profesi keperawatan.



BAB VII
KOMITEMUTU
Pasal 24

Komite mutu bertanggung jawab langsung kepada direktur dalam

peningkatan mutu pelayanan di RSUD Sultan Sulaiman.

Pasal 25
Tugas komite mutu :
a. merencanakan/menyusun program tahunan kegiatan peningkatan
mutu pelayanan RSUD Sultan Sulaiman;
b. melakukan pengumpulan dan analisa atas indikator klinik;
c. melakukan evaluasi tentang keputusan pasien baik rawat map
maupun rawat jalan di RSUD Sultan Sulaiman,;
d. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program
panitia peningkatan mutu pelayanan RSUD Sultan Sulaiman antara
lain dengan pencatatan;
e. melakukan pengumpulan, pelaporan data KTD, kejadian nyaris

cidera/ near miss dan kejadian sentinel;

f. melaporkan hasil evaluasi dan rekomendasi . tindakan. (kepada .
Direktur) secara periodik. PARAF K‘OORDINASl

?1 E/éi@ 5 |6

BAB VI 1 KADE- PVA ASVHAT W1

STAF MEDIS 2 [AGb Mawme 9

v 3 pieekeder
O Pasal 26 4 sty oo

------------------

yanan RSUD Sultan Sulaiman.

Pasal27

" =-UU-AStaji' m :s berfungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan

l—"ﬁi sStAARATT serta penelitian dan pengembangan di bidang medis.

Pasal 28
Tugas staf medis :
a. melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis,
pengobatan, pencegahan, pencegahan akibat penyakit dan pemulihan;
b®» meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program
pendidikan/ pelatihan berkelanjutan;
c. menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar

pelayanan medis, dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan;



d. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan

pemantauan indikator mutu klinik.

Pasal29
Kewenangan staf medis disusun oleh ketua kelompok staf medis dan
kemudian diusulkan oleh ketua komite medis kepada direktur untuk

ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 30

Tanggungjawab staf medis:

a. memberikan rekomendasi melalui ketua komite medis/sub komite
kredensial kepada direktur terhadap permohonan penempatan dokter
baru di RSUD Sultan Sulaiman;

b. melakukan penampilan kinerja praktek kedokteran berdasarkan data
yang komprehensif;

c. memberikan rekomendasi melalui ketua komite medis/sub komite
kredensial kepada direktur terhadap permohonan penempatan ulang
dokter di RSUD Sultan Sulaiman;

d. memberikan kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti
perkembangan ilmu kedokteran yang berkesinambungan;

e. memberi masukan kepada direktur melalui komite medis yang terkait
dengan praktek kedokteran;

f rne*rnberi laporan melalui komite medis kepada direktur;

g. melakukan perbaikan (updating) standar prosedur operasional

T dokumen terkait. PABAF K90RDiNAS|
IMINASH s | B[R] 5 |
. it " 1 AURAN MUY
pe——ilE staf medis : 2 §< le&éANM E p 3
UBAG a.ime un standar operasional pelayanan mefi3, Bi\& &@wmmras\
Ly keilmuan serta keprofesian; g _______ %’_ '_'_'.':: _

pZmenywsun indikator mutu klinis; B e e e o
i JBB J;G . .
z; UU-ANG: |m sun urajan tugas dan kewenangan untuk masing-masing
e QR EEBANYA.

BAB IX
STAF FUNGSIONAL KEPERAWATAN
» Pasal 32

Kelompok fungsional keperawatan, yang selanjutnya disingkat KFK,
adalah sekelompok tenaga keperawatan yang bertugas di RSUD Sultan

Sulaiman.

B e




Pasal 33

Fungsi staf keperawatan adalah pelaksana pelayanan keperawatan,

pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan di bidang

keperawatan.

Pasal 34

Tugas staf fungsional keperawatan:

a.
b.

melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur keperawatan;
meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program
pendidikan/ pelatihan berkelanjutan;

menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi,
standar pelayanan dan etika keperawatan yang sudah ditetapkan;
menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan

pemantauan indikator mutu klinik keperawatan.

Pasal 35

Kewenangan staf keperawatan disusun oleh ketua kelompok staf

keperawatan dan kemudian diusulkan oleh ketua komite keperawatan

kepada direktur untuk ditetapkan dengan keputusan direktur.

a.

/4
Tanggung jawab staf fungsional keperawatan : ad 1 I @ A |56
el

b.

PARAF KOORDINASI
LUALE

Pasal 36 [

memberi rekomendasi lalui ketua komie l&éﬁ% AU
emberi rekomendasi melalui om 25 N!I\JWJ) gand my

direktur terhadap permohonan penempatan tmwgkgaé\a@@ i di
RSUD Sultan Sulaiman; g iTtiEes S

melakukan penampilan kinerja praktek keperay @tan_ bcr;d_agirk an data’

--------

img-fomprehensif;

=

. 1nemberikan rdomendisi mel ali ketua komite keperawatan kepada

difeXtur terhadap permohonan penempatan ulang- perawat di RSUD

ar] Sulaiman,;

§ membj\:rikan kesempatan bagi para perawat untuk mengikuti

pep¢ kdikan, pelatihan dalam pengembangan profesi;

{mdMhbri masukan kepada direktur melalui komite keperawatan

P S

i
g

»

mengenai hal-hal yang terkait dengan praktek keperawatan;
memberi laporan melalui komite keperawatan kepada direktur;
melakukan perbaikan (updating) standar prosedur operasional
dokumen terkait.

Pasal 37

Staf fungsional keperawatan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a.

b.

menyusun standar operasional pelayanan keperawatan, bidang
administrasi dan keilmuan serta keprofesian;

menyusun indikator mutu klinis;




c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing

anggota..
BAB X
RAPAT DIREKSI
Pasal 38
(1) Rapat direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan
sekali.

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membicarakan hal-
hal yang berhubungan dengan RSUD Sultan Sulaiman sesuai dengan
tugas, kewenangan, dan kewajibannya.

(3) Keputusan rapat direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
Jika tidak tercapai kata mufakat, maka kqquF m NAS
berdasarkan suara terbanyak. BN V/ D)

i (4) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar .’th,t: P‘Wz >4 15 |6
_i 1 KASIEBINA ASUHAN MUTL

BAB XI 3 ;Q‘WW'(’;-.; ________
SATUAN PENGAWAS INTERNAL g MV L L
Pasal39 LR Bkt W B N

..................

(1) Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah satuan kerja fungsional yang
bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal RSUD Sultan
Sulaiman.

(2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah langsung dan bertanggung
;%Mn\jlgkggﬂkepada direktur.

]

Pasal 40

uah Pengawas Internal melakukan pengawasan internal keuangan,
'[BPA(, :gm@pe:zca ional, pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada RSUD
nuu-an | SPgan Sulaiman serta memberikan saran-saran per baikan.

i-,. —efd)-Komite Medis melakukan pengawwasan internal di bidang praktik
; kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar

i sesuai dengan standar etika profesi.

Pasal 41

(1) Peraturan internal RSUD Sultan Sulaiman ini selanjutnya akan
menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan RSUD Sultan
Sulaiman yang dibuat dengan keputusan direkur.

%2) Setiap satuan kerja harus membuat standar prosedur operasional
yang mengacu pada peraturan internal RSUD Sultan Sulaiman.

(3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi, dan
manajemen RSUD Sultan Sulaiman tidak boleh bertentangan dengan

peraturan internal ini.




BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal4?2

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar

setiap orang mengetahui,

memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah

Phda tanggal 08 Svni 206
i
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Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal of M 2016
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